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KAJIAN PUSTAKA

Daam Kagjian Pustaka yang saya ambil adalah kgjian Konseptual Konflik Politik
dengan konsep Kebijakan publik, konsep Kewenangan
A. Konsep Konflik Politik

Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam
masyarakat.Fenomena konflik tersebut mendapat perhatian bagi manusia,
sehingga muncul  penelitian-penelitan =~ yang  menciptakan  dan
mengembangkan berbagai pandangan tentang konflik*.Pengertian konflik
merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya
menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari
kedua pihak®.

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan
seperti  kerusuhan, kudeta, terorisme,danrefolusi. Konflik mengandung
pengertian  “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan
pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, antara
individu dan kelompok atau pemerintah®.

Jadi konflik politik dirumuskan secara luas sebaga perbedaan pendapat,
persaingan, dan pertentangan diantara seumlah individu, kelompok ataupun

oraganisas dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber

1 Dr. Wirawan. MSL, Sp.A., M.M., M.Si., 2010, konflik dan Manajemen konflik, jakarta, Salemba
Humanika., HIm. 1-2.

“Rumlan Surbakti, memahami ilmu politik,jakarta, PT gramedia widiasararna
indonesia,1992,hal 149

% |bid. Ramlan Surbakti, HIm. 190-191.
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dari keputusan yang dibuat yang dilaksanankan oleh pemerintah. Yang
dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legidatif, yudikatif dan
eksekutif.

Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai
kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang
kebijakan umum dan pelaksanaannya,juga prilaku penguasa, beserta segenap
aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara
partisipan politik®.

1. Penyebab Konflik Politik

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik
politik itu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertical.
Yang dimaksud dengan kemagemukan horizontal ialah struktur
masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti suku bangsa, daerah,
agama, dan ras. Kemaemukan horizontal socia dapat menimbulkan
konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan
profes serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda
bahkan saling bertentangan.

Kemagemukan vertical ialah struktur masyarakat yang berlawanan
menurut  pemilikan  kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.
Kemaemukan vertical dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar
masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan,

pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang

“Drs. Arbi sanit, perwakilan politik indonesia, jakarta, CV Rajawali, 1985 hal 131.
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bertentangan dengan kel ompok kecil masyarakat yang mendominasi. Jadi,
kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan merupakan penyebab utama
tmbulnya suatu konflik politk.

Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemaemukan
vertical dan horizontal merupakan kondis yang harus ada bagi timbulnya
konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai
untuk menimbulkan konflik®.

2. Tujuan Konflik Politik

Adapun tujuan konflik sebagai beriku®t:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang
sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan kekuasaan, kekayaan,
kesempatan, dan kehormatan.

2. Disatu pihakhendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain
berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.

3. Konflik dan Proses Palitik

Konflik merupakaan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia
bermasyarakat dan bernegara. sementara itu, salah satu dimensi penting
proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah.
Proses dalam penyelesaian” konflik politik yang tak bersifat kekerasan
dibagi menjadi 3 tahap, meliputi”:

1.  Tahap politisasi dan atau koalisi

2. Tahap pembuatan keputusan

*Denny, membaca isu-isu politik, (Y ogyakarta, LKIS, 2006), hal 17
® 1bid Ramlan Surbakti, HIm. 198-199.
” 1bid, Ramlan,HIm. 209-212.
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3.  Tahap pelaksaan dan integras

B. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan terjemahan dari katapolicy yang berasal dari
bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau
pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang digjukan atau diadopsi oleh suatu
pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai
pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.
Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah
mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan
pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan
lain-lain®.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik
dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu
aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai
dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan
masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk
perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya:

pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah).

®https://fuadinotkamal .wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/ diunggah
tanggal 26/02/2017.

18



19

Kebijakan Publik adalah segala tindakan yang dibuat dan dilaksanakan
oleh Pemerintah yang dampaknya menjagkau atau dirasakan oleh seluruh
lapisan masyrakat. Kebijakan publik suatu usulan arah tindakan atau
kebijakan yang digukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah guna
mengatas hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu
lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan
suatu sasaran’.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai
kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum.
Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya
secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan
bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi
kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para
pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi
suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah
maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik menurut Sulaiman Bahwa:

“Sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu
dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan
untuk mencapal tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian,
maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola
aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan”.

Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan

% Fatahullah Jurdi, 2014, Studi Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha |lmu, HIm. 303
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pemerintah atau negara seperti yang didefiniskan oleh suradinata

Sebagai berikut :

“Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan
oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara
dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa
depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik”.

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas R. Dye.

mendefinisikan bahwa kebijakan publik Bahwa:

“Segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,
mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi
kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar
kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan
berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang
merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang
dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam
menetapkan suatu kebijakan”.

Arena dalam Kebijakan adalah Formulasi, Implementasi Kebijakan

dan Evaluas Kebijakan. Formulas adalah arena dimana berbagai
kepentingan yang ada dalam masyrakat ‘dikompetisikan untuk
ditemukan rumusan terbailk yang dapat diterima oleh mayoritas

masyrakat'®. Dalam formulasi ada 3 tahapan yaitu™:

A. Penyusunan agenda
B. Legistimasi
C. Pernyataan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah rangkian tindakan kongkret untuk

mencapal tujuan yang telah di tetapkan. Evaluasi adalah performa dari

pelaksana dinilai, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

10 1bid, Fatahulah, HIm 303.

1 pid.
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memenuhi Kriteria yang ditentukan, serta dilakukan tepat waktu.

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif
baik sebagal dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat
atau obyek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil
serta dapat memudahkan penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi
atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan
obyektif tadi.

C. Konsep Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan sering ditemukan istilah
kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk
hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain
yang diperintah” (the rule and the ruled)®. Kekuasaan merupakan unsur
esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di
samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang),
keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebijakan®®. Kewenangan adalah
kekuasaan yang mendapatkan keabsahan (legitimate power).

Sedangkan kekuasaan tidak seldu memiliki keabsahan. Apabila
kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan
sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan plitik maka, kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan

mel aksanakan keputusan politik.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar |lmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), HIm.
35-36

BRusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas |slam
Indonesia, 1998), him. 37-38
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Orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak
moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan orang
yang memiliki kewenangan politik berarti memiliki hak moral. Prinsip moral
kewenangan: menentukan sigpa yang berhak memerintah dan mengatur cara
dan prosedur melaksanakan wewenang.

Prinsip moral dapat berwujud hukum yang tertulis dan dapat pila
berwujud tradisi atau hukum yang tidak tertulis. Nilai dan norma yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan
kewenangan politik. Wewenang adalah kekuasaan yang terdapat pada
seseorang karena  mendapat pengakuan  atau  dukungan  dari
masyarakat. Kewenangan menimbulkan hak-hak tertentu pada penguasa yang
memungkinkan ia melakukan suatu kebijakan.

Sifat dari kewenangan adalahtop-down, dari penguasa ke rakyat.
Wewenang timbul, karena dukungan dari rakyat tersebut memberikan
semacam hak bagi penguasa untuk melakukan kebijakan berkaitan dengan
tugasnya. Hubungan timbal-balik tersebut timbul karena adanya suatu
kesepahaman antara yang memimpin dan dipimpin. Kekuasaan dalam arti
kewenangan diartikan bahwa pemegang kekuasaan memiliki sifat-sifat yang
sesua dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar masyarakatnya.

Kewenangan ini tidak sama pada setiap pemegang kekuasaan™.

a. Sumber Kewenangan

Makalah Rizal S., https://rizal sagala.wordpress.com/2012/10/06/10/
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Sumber kewengan untuk memerintah diuraikan sebagai berikut:

a) Hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah
berakar dipelihara secara terus menerus oleh masyarakat.

b) Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Atas dasar
itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral.

c) Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik
penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang
populer maupun karena kharisma.

d)Hak  memerintah  masyarakat  berasal dari peraturan
perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat
menjadi pemimpin pemerintahan.

€) Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental
seperti keahlian dan kekayaan.

Kelima sumber kewenangan itu disimpulkan menjadi dua tipe
kewenangan utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan
substansi, Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah
berdasarkan peraturan perundang- undangannya yang bersifat tertulis
maupun tak tertulis, Kewenangan yang bersifat substans ialah hak
memerintah berdasarkan faktor yang melekat pada diri pemimpin seperti

tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

Struktur masyarakat yang kompleks ditandai oleh diferensiasi
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struktur dan spesidlisasi peranan, dan hubungan impersonal yang sudah
meluas sehingga masyarakat ini memerlukan pengaturan-pengaturan
yang bersifat tertulis dan rasional, Sebaliknya masyarakat yang
stukturnya masih sederhana cenderung menggunakan tipe kewenangan
substansial karena kehidupan lebih banyak berdasarkan pada tradisi,
kepercayaan pada kekuatan supranatural, dan kesetiaan pada tokoh
pemimpin.
b. Peralihan Kewenangan

Menurut Paul Conn dalam buku Ramlan Surbkati yang berjudul
memahami dasar-dasar IImu politik, secara umum terdapat tiga cara
peralihan kewenangan, yakni secara turun temurun, pemilihan dan
paksaan sebagai Berikut:

1) Secara turun temurun ialah jabatan dan kewenangan dialihkan
pada keturunan atau kel uarga pemegang jabatan terdahulu.

2) Peralihan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung
melalui badan perwakilan rakyat, Hal ini dipraktekan dalam
sistem politik demokrasi.

3) pedihan kewenangan secara paksaan ialah jabatan dan
kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok
lain tidak menurut prosedur yang telah disepakati, melainkan
dengan menggunakan kekerasan seperti revolusi dan kudeta, dan
ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah).

C. Sikap Terhadap Kewenangan
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Pada umumnya sikap terhadap kewenangan dikelompokkan dalam
sikap menerima, mempertanyakan (skeptis ), dan kombinasi keduanya.

Pertama sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap kewenangan
prosedural merupakan perpaduan antara sikap legalistik dan skeptis atas
hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Masyarakat
yang semacam ini menganggap hukum bukan hal yang sakral.

Kedua, sikap masyarakat Inggris atas kewenangan prosedural tidak
sekental sikap masyarakat Amerika karena Inggris tidak memiliki
konstitusi. Hal ini tidak berarti seseorang yang memiliki kewenangan
dapat dengan semaunya menggunakan kewenangan untuk kepentingan

pribadi atau golongan.

C. Konsep Kekuasaan

Kekuasaan (power) dan politik merupakan dua konsep yang salaing
komplementer. Kedua konsep ini tidak pernah bisa dipisahkan antara satu
dengan yang lainnya. Ibarat istilah ada gula ada semut, begitulah konsep
keuasaan dan politik saling melengkapi satu sama lain. Tidak akan ada proses
politik ketika didalamnya tidak melibatkan kekuasaan. Sebaliknya tidak akan
ada ada kekuasaan jikatidak melibatkan politik didalamnya.

Jadi tidak berlebihan kalau sebagian orang mengakatakan bahwa ketika
kita berbicara mengenai politik, maka Kkita sesungngguhnya sedang
membi carakan kekuasaan, begitu pula sebaliknya.

Menurut Miriam Budiarjo:
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“Kekuasaan adalah kemampuan sesorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah laku sesorang atau sekelompok orang lain
sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan/tujuan
seseorang/kelompok orang yang mempunyai  kekuasaan tersebut *° .
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau
sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang
atau kel ompok lain sedemikian rupa sehinggatingkah laku itu sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang atau Negara™”.

Robert A. Dahl juga menekankan “kekuassan sebagai sebuah pengaruh
(Influence). Dahl mengungkapkan bahwa konsep kekuasaan merujuk kepada
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain”. Pengertian
kekuasaan yang agak berbeda dikemukakan oleh Ramlan Surbakti'”:

“kekuasaan adalah  kemampuan untuk  menggunakan
sumber-sumber pengaruh yang dimiliki  untuk mempengaruhi
perilaku piha lain, sehingga fihak lain berperilaku sesuai dengan
kehendak yang memberi pengaruh . Meskipun masih menekankan
pada pengaruh, Ramlan menambahkan sumber-sumber pengaruh
didalam defenisnya untuk memberi gambaran lebih |engkap
mengenai konsep kekuasaan. Jadi bisa dipastikan bahwa seseorang
berkuasa karena dia memiliki sumber-sumber pengaruh dan mampu
memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber tersebut untuk
mempengaruhi orang lain”.

Harold D. Laswell (1984 : 9) berpendapat bahwa kekuasaan secara
umum berarti “’kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku
lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai

dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan®”.

Kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan

Bprof. Miriam Budiahrjo, Cetakan Keempat, 2008, Dasar-Dasar IImu politik, jakarta, Penerbit
Gramedia pustaka Utama. Hal. 59-60.

®Miriam Budiardjo, Op.Cit, him. 35

" |pid. Ramlan Him.

18 |bid. Miriam Budiarjo. HIm.
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umum (pemerintah) baik terbentuknya mapun akibat-akibatnya sesuai dengan
tujuan-tujuan penegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan
bagian kekuasaan sosia yang fokusnya ditujukan kepada pengendalian
negara terhadap tingkah laku sosial masyarakat, ketaatan masyarakat, dan
mempengaruhi  aktivitas negara di bidang administratif, legidatif, dan
yudikatif.
a. Dimens Kekuasaan
Beberapa defenisi tentang kekuasaan yang dikemukakan diatas,
setidaknya telah membantu kita dalam memahami konsep kekuasaan,
meskipun tidak bisa dipungkiri pula bahwa interpretas tiap orang tentang
kekuassan mungkin berbeda antara yang satu dengan lainnya.
Selanjutnya untuk Iebih memahami konsep kekuasaan dalam ilmu
politik secara lebih komprehensif, berikut ini dikemukakan beberapa
dimensi kekuasaan antara lain®;
1. Potensial - Aktual.

Seseorang dikatakan memiliki kekuasaan potensial apabila
dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti, kekayaan,
senjata, status sosial yang tiggi, popularitas, pengetahuan dan
informasi, massa yang terorganisi, serta jabatan.

2. Konsensus — Paksaan
Aspek konsensus dari kekuasaan adalah ketika kekuasaan

dijadikan aat untuk mencapai tujuan dari masyarakat secara

19Ramlan Surbakti, 2010, Memahami |Imu Politik, Jakarta, Penerbit: Grasindo. HIm.
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keseluruhan. Sedangkan aspek Paksaan dari kekuasaan adalah
sekelompok kecil orang menggunakan kekuassan sebaga aat
untuk mencapai tujuan tanpa menghiraukan masyarakat secara
keseluruhan dan dengan menggunakan kekrasan baik secara
fislk maupun secara psikis.

3. Positif — negatif

Aspek ini melihat kekuasaan dari tujuannya. Dikatakan
kekuasaan positf jika kekuasaan digunakan untuk mencapai
tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sebaliknya
dikatakan kekuasaan negatif apabila kekuasaan digunakan untuk
menghalangi orangpihak lain mencapa tujuannya yang tidak
hanya diandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihak yang
berkuasa.

4. Jabatan — pribadi.

Aspek ini lebih melihat kekuasaan pada pihak yang
memgang kekuasaan. Kekuasaan jabatan dimaksudkan apa bila
seseorang memiliki kekuasaan karena jabatan yang didudukinya
tanpa memperhatikan kualitas pribadi dari oroang tersebut.
Sedangkan kekuasaan pribadi dimaksudkan apabila sesorang
memiliki kekuasaan karena kulitas pribadi (kharisma, kekayaan

kecerdasan, status sosial yang tinggi, dsb) yang dimilikinya.

5. Implisit — Eksplisit
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Kekuasaan Implisit adalah pengruh yang tidak dapat dilihat
tatapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah
pengaruh yang secara jelas dilihat dan dirasakan.

6. Langsung —tidak langsung.

Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber
untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik
dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui
perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung adalah
penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat d an
peaksana keputusan politik memalui perantara pihak lain yang
dianggap memliki pengaruh yang lebih besar.

b. Sumber Kekuasaan
Ada beberapa cara yang perlu ditempuh untuk mendapatkan
kekuasaan yaitu®:

A. Legistimate power: perolehan kekuasaan melalui pengakatan.

B. Leorsive power . perolehan kekuasaan melaui
kekerasaan.
C. Expert power . perolehan kekuasaan melaui

keahlian seseorang.
D. Reward power . perolehan kekuasaan melalui suatu
pemberian atau karena berbagai pemberian.

E. Reverent power . perolehan kekuasaan melalui daya

Djurdi Fatahullah, 2014, Studi Ilmu Politik, Yogyakarta, PT. Graha llmu. HIm. 65.
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tarik seseorang.

F. Information power : perolehan kekuasaan akibat terjadinya
imperialisme komunikasi sebab adanya monopoli informasi maka
terjadi pembedaan terhadap perilaku kepribadiannya dan diakui oleh
masyrakat atas pembel aanya.

G. Connection power: perolehan kekuasaan karena adanya
hubungan yang luas.

c. Pembagian Kekuasaan

Pembagian Kekuasan yang digunakan peneliti adalah Teori
Pembagian kekuasaan milik John Locke dan Teori Pembagian
Kekuasaan Menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang
Kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep
dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negaratidak boleh dilimpahkan pada
satu  struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di
lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan
kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legidatif, Eksekutif, dan
Yudikatif. Legidatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang;
Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan
Y udikatif adalah lembaga yang mengawasi
jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, men
ginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan

sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar

30



31

undang-undang.

Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of
Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi
dalam organ-organ negara yang mempunyai fungs yang berbeda-beda.
Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada
pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam
kekuasaan,yaitu:

1. Kekuasaan Legidatif (membuat undang-undang)

2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)

3. Kekuasaaan Federatif (melakukan hubungan diplomtik
dengan negara-negaralain).

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian
kekuasaan sebagal gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan
kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Konsep Trias Politica M ontesguieu

Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis
mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang
berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang

agak berbeda dari pendapat John Locke.

Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu

diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:
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a) Kekuasaan Legidatif (membuat undang-undang).

b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).

c) Kekuasaaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas

undang-undang).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang
dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan,
yaitu:

a) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan
kekuasaan yang mencakup kekuasaan yuikatif karena mengadili itu
berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif
(hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

b) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif ~ mencakup
kekuasaan ferderatif karena melakukan hubungan luar negeri itu
termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus
merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

c) Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara
pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih
diterima. Kekuasaan ferderatif diberbagai negara sekarang ini
dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya
masing-masing.

Mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan
Montesquieu, yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga kekuasaan, yaitu:

legidlatif, eksekutif, dan yudikatif, Jimly Asshiddigie menjelaskan lagi
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mengenai cabang-cabang dari kekuasaan-kekuasaan itu. Cabang
kekuasaan legidatif terdiri dari:
a. Fungsi Pengaturan (Legislasi).
b. Fungsi Pengawasan (Control).
c. Fungsi Perwakilan (Representasi).
Kekuasaan Eksekutif juga mempunyai cabang kekuasaan yang
meliputi :
a Sistem Pemerintahan.
b. Kementerian Negara.
d. Legitimas kekuasaan
Dalam pemerintahan mempunya makna yang berbeda: "kekuasaan”
didefinisikan sebagai "kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk
mel akukan sesuatu yang bilatidak dilakukan”, akan tetapi "kewenangan”
ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk
melakukan kekuasaan. Sebagai contoh masyarakat boleh jadi memiliki
kekuatan untuk menghukum para kriminal dengan hukuman mati tanpa
sebuah peradilan sedangkan orang-orang yang beradab percaya pada
aturan hukum dan perundangan-undangan dan menganggap bahwa hanya
dalam suatu pengadilan yang menurut ketenttuan hukum yang dapat
memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman mati.
Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan
subjek  penelitian dalam berbagai empiris pengaturaneluarga

(kewenangan orangtua), kelompok-kelompok kecil (kewenangan
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kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara,
industri dan birokrat (birokrass dalam organisas pemerintah) dan
masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari masyarakat yang
paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau
organisasi (kewenangan politik)*.

e. Caramempertahankan kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau
suatu negara terhadap pihak lain, dapat membuat penguasa tersebut
berupaya untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.
Cara untuk mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara
damai, antara lain dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain,
atau dengan kekerasan, antara lain dengan penindasan dan memerangi
pihak yang menentang kekuasaannya.

Dalam masyarakat yang tidak demokratis atau masyarakat yang
dipimpin oleh seorang yang diktator, penguasa mempertahankan
kekuasaannya dengan paksaan. Di dalam masyarakat yang tidak
demokratis, ada kecenderungan penguasa untuk masuk terlalu jauh dalam
mengatur kehidupan dan kepercayaan serta pribadi warganya sesual
dengan keinginan penguasa. Dengan paksaan, warga ditujukan untuk
patuh pada penguasa. Diantara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan
politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena

dengan kekuasaan politik, penguasa dapat memengaruhi kebijakan umum
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(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan
tujuan-tujuan pemegang kekuasaan.

K ekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat
ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang
lain dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas penguasa

di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.
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